LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
| NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
' KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ BUPATI BANYUMAS,

Menimbang - : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat
| (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

‘Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Banyumas.
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Mengingal

9

n

Undang-undang Nomor 13 Tahun 195¢ ,
Pembentukan  Dacrah-dacrah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;,

Cntay

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 Tent
Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 N,
43, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3363)-

ang
mor

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang
Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara Tahun 2(¢3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 lentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakiian Rakyai dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara 4310);

Undang-undang Nomor | -Tahun 2004 tcntang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun
2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 435)5) ;

Undang-undang Nomor 32 ‘lahun 2004 tentang
Permerintahan Dacrah ( Lembaran Negara Tahun
2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 );

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusal
dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negard
Nomor 4438):

| g



Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990
tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata
Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3432) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tetang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propisi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Ncgara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3652) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tcntang Pengclolaan dan PcrtanggungjaWaban
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor,

4022);

Peraturan Pemcrintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

Kedudukan Protokoler dan Keuangan
an Perwakilan Rakyat
1 2004, Nomor
omor 4416) ;

entang
Pimpinan dan Anggota Dew
Dacrah (Lembaran Ncgara Tahu
90, Tambahan Lembaran NegaraN



Menetapkan

'~ 13. Peraturan pemerintah  Nomor 25 Tahun 2004

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Taty
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daeraj,
(Lembaran ~ Negara Tahun 2004 Nomor ¢
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;

14. Peraturan Dearah Kabupaten Banyumas Nomor

Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keungaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E),

Vsebagaimana telah - diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2003 Nomor 41 Seri E );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2!
3.
4

A W

10.
11.
12

13.

seseorang sesuai deng

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Kab. Banyumas ;

Bupati adalah Bupati Banyumas ;

. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil- wakll Ketua DPRD

Kabupaten Banyumas;
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyumas ;

 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas;
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas ;
Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada
lepman atau Anggota DPRD untuk mendapatkan penghormatan ,
perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi ;

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara

resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan
ghormatan kepada

tata penghormatan sehubungan dengan pen
an jabatan dan /atau kedudukan dalam Negara,

Pemerintah atau Masyarakat;



i ane bersifat resmi v )
14. Acara Resmi adalah acafa yang [.m yang diay, .
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembao n

S ga Pt:rwak"a
Dacrah, dalam melaksanakan tugas dan tur?gm tertentu, dihadjy OICE
Pcjabat Ncgara, Pejabat Pemerintah, Pcjabat Pemcrinta)y Dacray,
serta undangan lainnya .

15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalapy .acara
kencgaraan dan acara resmt,

16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bag; Pejabag
Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat tertentu dalam acara kencgaraan atau acara resmi,

17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberigy
hormat bagi Pcjabat Necgara . Pcjabat Pemerintah, Pejabg
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acary
Kenegaraan atau acara resmi;

18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan sctiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya
sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD:

19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat
dinas:

2(0. ‘lunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagi Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;

21.  lunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan

sctiap bulan kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD schubungal

dengan kedudukannya sebagai Ketua atau wakil Ketua atau Sekretaris
atau  Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan

Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD berupa (unjangan pemeliharai‘"

Keschatan dan pengobatan, rumah jabatan dan pcﬂcngkapaﬂﬂ)’a/

rumah dinas. kendaraan dinas jabatan. pakaian dinas, uang duka wal
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23. Uang jasa pengabdian adalah vang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD atas jasa pcngabdiannya sctelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana kcuangan tahunan Pemerintah Dacrah yang
disctujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dan ditctapkan
dengan Peraturan Daerah ;

. Pcjabat Pecmerintah adalah Pcjabat Pemcrintah Pusat yang diberi tugas
tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyumas;

27. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga

Pemerintah Non Departemen di Daerah. ) .

19
‘N

BAB 11

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD ; |

Bagian Pertama
Acara Resmi
Yasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler
dalam acara resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud padaayat(1) meliputi:
a.  Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah::
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat

Pemerintah ;

c.  Acara Resmi Pemerintah Dacrah yang dihadiri olch Pcjabat

Pemerintah Dacrah.



Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagaj

berikut :

a.
b.

L

Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
Wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelap

Pejabat Instansi vertikal lainnya ;
Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah

Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala
Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a.
b.

o

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelanti

Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
Bupati dan Wakil Bupati dltempatkan sejajar dan di sebelah kanan

Ketua DPRD;
Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;

Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk

Anggota ;
Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi

Ruang Rapat .

Pasal §

ikan

Bupati dan wakil Bupati sebagai berikut : ,
ambil

a.

Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan meng
sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

8



U

/\i\’akll-walglpl(clua DPRD duduk discbelah kiri Ketua DPRD:
Anggola RD menduduki (e o
Ansgot: tlempat yang telah disediakan ‘untk
Bupaukdan Wakil Bupati yang lama, duduk discbelah kanan Pejabat
yang akan mengambil Sumpah/Janii ' i

2 Ji dan melantik i
Bupati | Bupati dan Wakil
ga!on Bflpali dan wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah
kirt Wakil-wakil Ketua DPRD:
Sckretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi
Ruangan Rapat;
Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah
kir1 Wakil-wakil Ketua DPRD:
Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan
Pcjabat yang mengambil Sumpah/Janji dan mclantik Bupati dan

Wak1i Bupau.

Pasal 6

Tata tcmpat dalam Acara Pcngucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD

meliputi :

a.

Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan
Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupatli;
Anggota: DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di
tcmpat yang telah discdiakan;

Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD
duduk di sebelah kiri Bupati; |

Pimpinan DPRD yang iama dan Ketua Fen
Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan dan;

Pers/kru TV/Radio discdiakan tempat tersendirt.

gadijan Negeri atau



Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua
dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut ;

Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Waki|

Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua

Pengadilan Negeri;
c.  Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan

wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua

DPRD; -
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri
duduk di tempat yang telah di sediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8

(1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau

bukan upacara bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan
jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Bagian Kéempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai
dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a.  Uang Representasi,

b.  Uang Paket;

c.  TunjanganJabatan;

d.  Tunjangan Panitia Musyawarah;

e.  Tunjangan Komisi;

f.  Tunjangan Panitia Anggaran;

g.  Tunjangan Badan Kehormatan;

h.  Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

1



(1)
(2)

(3)

(4)

(3)

(D

(2)

Pasal 11
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati.

Uang Representasi Wakil Ketua DPRD scbscsar 80 % (dclapan puluh
perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima
perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. |

Sclain Uang Representasi yang diberikan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan
Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.

\

Uang Paket scbagaimana dimaksud pada-ayat (1) sebesar 10 %
(sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
Tunjangan Jabatan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) scbesar 143
% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang

Representasi.

12



Pasal 14

M TIT als \ \ RS v ‘.

i nnp.n.mn atu Anggota DPRD yung duduk daiam Panitia Viusyawarai atau
Komisi atan Panitia Anggaran  atau  Badan  Kchormatan  atau  Alat
Kelengkapan lainnya  yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai

berikut:

a.  Ketua sebesar 7.5 % (tujuh setengah perseratus dari Tunjangan
Jabatan Kewua DPRD;

b. Wakil Kctua scbesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD:

c. Sckretaris scbesar 4 % (empat perserawus) dari Tunjangan Jabatan
Kctua DPRD:

d. Anggola sebesar 3 % (liga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua

DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD bescrta kcluarganya diberikan
Tunjangan Pemeliharaan Keschatan dan Pengobatan.

Keluarga Pimpinan dan Anggota, DPRD yang mendapat lTunjangan
Pemciiharaan Keschatan dan Pengobatan yaitu suami atau isteri
beserta 2 (dua) orang anak.

Tunjangan Pemeliharaan Keschatan dan Pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pcmbayaran premi
asuransi  kesehatan  kepada  Lembaga Asuranst  Kesehatan  yang

ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

13
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(1)

)

3)

(1)
(2)

(3)

Pasal 17

Pimpinan DPRD discdiakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatap
beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan

Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan
kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya,
wajib mengembalikan rumah jabatan beserta_perlengkapannya dan
kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah

paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
Pasal 18

Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah

dinas beserta perlengkapannya.
Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan

pada APBD.
Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa

baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta
perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

‘Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak
dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau

diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

14



Pasal 20

(1)  Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah
Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.

) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga
setempat yang berlaku, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan

dengan Peraturan Bupati. .

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli

waris diberikan :

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila

meninggal dunia dalam menjalankan tugas di berikan uang duka

tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

15



(3)

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
rasai 23

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pcngabdian.

Besarnya uang jasa pengabdian scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Angggota DPRD

dengan ketentuan : - :

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu)
tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian I (satu)
bulan uang representasi ; |

b. Masa bakti sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian i (saw) buian uang representasi ;

e Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang

| jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;

d.  Masa bakli sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang

jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representast |

Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan vang

e.
jasa pengabdian 4 (cmpat) bulan uang rcpresentasi

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sctinggi-tingginya 6 (cnam) bulan uang
representasi.

Dalam hal Pimpinan alau Anggota DPRD meninggal dunia, uang
jasa pengabdian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada ahli warisnya. |
Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah  yang
bersangkutan dinyatakan diberhentikan - sccara hormat scsuat
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan
DPRD.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas
belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan
kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja

Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat

DPRD

n dan Anggota DPRD sebagaimana

Belanja Penghasilan Pimpina
n Pasal 10,

dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam keteqtua
dianggarkan dalam Pos DPRD. |
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(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan

sebagimana dimaksud pada ayat (1) tersebut da]
16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pa
serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagimana dimaksyg

dalam Pasal 24 aya( (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagi berikut :

Anggota DPRD
am Ketentuan Pasy|
sal 22 dan Pasg] 23

a. Belanja Pegawai :

b. Belanja Barang dan Jasa :
C. Belanja Perjalanan Dinas:
d. Belanja Pemeliharaan ;

g

Belanja Modal.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh. Sckretaris DPRD

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 26
indakan yz akibs n atas beban belanja
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran ate ¢

DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Pcratura}n |
Dacrah ini, dinyatakan mclanggar hukum.

Pasal 27

(1) Aneoaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari APBD.

saha  d 21t gjawaban
(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pcrldnggun?] it
) - . ' imak / amakx?
belanja DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (l)ldlS
dengén belanja satuan kerja perangkat dacrah lainnya.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 28

| Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan DPRD vyane di
didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ?\Iomor 30 %ah::n ;)t(l;;
(entang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2004 masih (etap berlaku szuﬁpai dengan
berakhirnya Tahun Anggaran 2004 -

Pasal 29

Dengani berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Pasal 61 sampai dengan
Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah ‘dan Pasal 71 A
Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tidak

berlaku lagl.
Pasal 30

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahul .
dalam Lembaran Daerah

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
Kabupaten Banyumas ;
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Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Nov 2004

'~ BUPATI BANYUMAS
ttd <

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 27 Nov 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO , SH.
NIP. 500. 086. 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28

SERIE
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1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATE
EN BANY
NOMOR 34 TAHUN 2004 IMAS

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Kedududukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyumas ini, merupakan tindak lanjut dari
ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Rakyat Daerah.

Pengaturan tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman
pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang
diseleriggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya set?agal
Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi tata

tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Ijimpmr’mdflliall[:
Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rz.mg“fal [t)f[z?'\f\ :ém
atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan l‘e's"lja 1(,::‘1:1 tlu:as
belanj'a penunjang kegiatan untuk mendukunf% ke Aﬂ‘l}‘; éﬁqicﬁSi.
dan fungsi DPRD melalui APBD bcrdas'ark"ul\ l‘\"l{u‘\n iujuun
efektifitas, transparansi, dan bertanggung }““"L’,* fl".,"‘\;a sosuai
agar lembaga tersebut dapat meningkatkan KINCLy
dengan Rencana Kerjayang ditetapkan.
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Il.

PASAL DEMI PASAL

Pasal | Cukup Jelas
Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas
A)’dl (7)

Hurufa Acara Resmi di Daerah adalah acara yang
diselenggarakan di Ibu Kota Propinsi, Ibu
Kota Kabupatcn/Kota, Kccamatan, dan
Kclurahan/Decsa.

Hurufb Cukup Jelas

Hurufc Cukup Jelas

Pasal 3 dan Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Ketentuan ini hanya berlaku apabila
| pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
. berlangsung di Gedung DPRD
Pasal 6 s/d Pasal 13 Cukup Jeclas
Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan alat kelengkapan
lainnya seperti Panmd legislasi.

Avat (2) Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan

dan Pengobatan sama dengan ketentuan
yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil
Golon"an [V.

Pdsdl 16 Ayat(2)dan(3)  CukupJelas
Pasal 17 Ayat (1) Penycdiaan Rumah Jabatan, Perlengkapan

dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan
DPRD berpedoman pada standar yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.Pada
saal penyerahan pemakaian rumah jabatan
bescrta perlengkapan serta 1 (satu)
kendaraan dinas jabatan, dituangkan
dalam ikatan l’el|an|1an antara
Pemerintah Dacrah dengan Pimpinan
DPRD.

Pasal 17 Ayat (2)dan (3)  Cukup Jelas
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Pasal 18 Ayat(l)

Pasal 18 Ayat (2) dan (3)
Pasal 19 dan Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23 Ayat (1) s/d (3)

Pasal 24 -

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a
Hurufb

Ayat (4)

Penyediaan rumah dinag anggota DPRD
beserta pcrlcngkapannya bcrp::doman pada
standa.r yang ditctapkan dengan Peraturan
Bupati. Penyerahan Pemakaian rumah dinag
F)eserla perlengkapannya, dituangkan dalam
Ikatan Perjanjian antara p

emerintah Daerah
dengan yang be rsangkutan,

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua)
~ pasang dalam satu tahun ;
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu)
‘pasang dalam satu tahun ; dan

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu)
pasang dalam lima tahun.

Penetapan standar satuan harga dan kualitas
bahan pakaian dinas mempertimbangkan

prinsip penghematan, ‘kepatutan, dan
kewajaran.

CukupJelas |
Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang
dibebankan dalam APBD scjak dari rumah
duka atau tcmpat tugas sampai kc tempat
pemakaman.
Cukup Jelas o
Uane Jasa Pcngabdian tidak diberikan
& =) , .
kepada Pimpinan dan Anggola DPRD yang
diberhentikan dengan tidak hormat.
Cukup Jelas

Pasal 25 Ayat (1) dan (2) CukupJclas
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Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Yang dimaksud dengan diuraikan ke dajap,
jenisbelanja adalah sebagai berikut

a.

Belanja Pegawai antara lain untuk
kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan
Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan
golongan jabatan.

Belanja barang dan jasa yaitu untuk
kebutuhan belanja barang dan jasa habis
pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian
dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah,
premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat
daerah, belanja listrik, telepon, air , gas
dan ongkos kantor lainnya. ‘

Belania perjalanan dinas yaitu belanja
perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam rangka melaksanakan tugasnya atas
nama lembaga perwakilan rakyat daerah
baik di dalam Daerah maupun keluar
Daerah yang besarnya disesuaikan dengan
standar perjalanan dinas Pegawai Negeri
Sipil Tingkat A .yang ditetapkan oleh
Bupati.

Belanja pemeliharaan antara lain
pemeliharaan sarana dan prasarana
gedung kantor DPRD dan Sekretariat
DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan
rumah dinas Anggota DPRD dan
kendaraan dinas Pimpinan DPRD.
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€. Belanja modal antara lain untuk
kebutuhan pembangunan / perluasan /

penambahan gedung Kantor / Rumah
Jabatan / Rumah Dinas, pengadaan
perlengkapan / peralatan rumah jabatan
Pimpinan DPRD dan / atau rumah dinas
Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan
kantor, pengadaan kendaraan dinas
Pimpinan DPRD, yang sifatnya
menambabh nilai kekayaan daerah.

 Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 26 s/d Pasal 30 Cukup Jelas
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